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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.  Penelitian Terdahulu 
Menurut Tutut (2014) dalam penelitiannya yang membahas Pelaksanaan 
jaminan kecelakaan kerja bagi kerja pekerja yang tidak terdaftar dalam 
program BPJS ketenagakerjaan di furniture anak Yogyakarta. Penelitian ini 
mengkaji tentang tentang jaminan kecelakaan kerja oleh BPJS ketenagakerjaan 
dimana jaminan kecelakaan kerja diberikan apabila pekerja mengalami 
kecelakaan kerja baik ditempat kerja, sedang dalam perjalan dari rumah 
menuju tempat kerja atau sebaliknya dari tempat kerja menuju rumah. 
Penelitian yang dilakukan oleh Elvira (2013) tentang pelaksanaan 
jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja di hotel 
Poncowinatan. Menyatakan bahwa di tahun 2013 bahwa pihak pemberi 
kerja/pengusaha belum mendaftarkan para pekerja dalam program jaminan 
sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK). 
Jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan yang diberikan 
masih sebatas konsep yang sosiologis/tradisional, namun tidak secara 
normative dimana setiap kecelakaan kerja yang terjadi pada pihak hotel akan 
bertanggung jawab menanggung biaya pengobatan sampai tuntas, begitupun 
pemeliharaan kesehatan hanya dilakukan secara sederhana, sasarannya hanya 
terbatas pada pemeliharaan kesehatan berkaitan dengan kesehatan fisik 
pekerja. Hal ini karena pihak pemberi kerja masih merasa bahwa usaha yang 
dijalankan tersebut masih dalam skala kecil. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Binugrahi (2010) tentang Pelaksanaan 
program jaminan kecelakaan kerja di PT Wijaya Karya Surakarta. Menyatakan 
bahwa di tahun 2010 jaminan yang diberikan terhadap pekerja yang mengalami 
kecelakaan kerja menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 adalah: 
1. Biaya pengangkutan 
2. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan 
3. Biaya rehabilitasi 
Pada penelitian ini akan dilakukan perbandingan dari hasil penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Tutut (2014) yang membahas Pelaksanaan 
jaminan kecelakaan kerja bagi kerja pekerja yang tidak terdaftar dalam 
program BPJS ketenagakerjaan di furniture anak Yogyakarta. Adapun 
perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Tutut (2014) 
yaitu terkait dengan lokasi atau obyek penelitian yang digunakan serta instansi 
yang memberikan jaminan program jaminan kecelakaan kerja. 
 
B. Teori Dasar-Dasar Jaminan Kecelakaan Kerja 
1. Pengertian Keselamatan Kerja 
Menurut Mangkunegara (2000:161) memberikan pengertian 
tentang keselamatan dan kesehatan kerja karyawan adalah sebagai berikut: 
“Pengertian istilah keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dalam 
bidang kepegawaian dibedakan. Keselamatan kerja menunjukkan kondisi 
yang aman atau selamat dari penderiataan, kerusakan atau kerugian 
ditempat kerja. 
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Resiko keselamatan kerja merupakan aspek-aspek dari dari 
lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran 
listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, 
penglihatan dan pendengaran.  
Sedangkan kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang 
bebas dari kondisi yang bebas dari fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang 
disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan kerja merupakan 
faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu 
yang telah ditentukan, lingkungan kerja dapat menyebabkan atau membuat 
stress emosi dan gangguan fisik. 
Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2002:245) pengertian 
Kesehatan kerja adalah: “Merupakan kondisi yang merujuk pada kondisi 
fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum. Individu yang sehat adalah 
individu yang bebas dari penyakit, cidera serta masalah mental dan emosi 
yang bisa mengganggu aktivitas manusia normal secara umum”.  Adapun 
keselamatan kerja adalah “Merujuk pada perlindungan terhadap 
kesejahteraan fisik seseorang. Tujuan program keselamatan kerja yang 
efektif diperusahaan adalah mencegah kecelakaan atau cidera yang terkait 
dengan pekerjaan”. 
Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan utama keselamatan dan 
kesehatan kerja karyawan adalah agar masing-masing karyawan dapat 
melakukan pekerjaannya kelak lebih efisien, dan mendapat jaminan atas 
keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial dan psikologis. 
Pada sisi lain diharapkan dapat dijadikan bimbingan kepada para karyawan 
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agar sadar terhadap kesehatan dan keselamatan kerja atas dasar prosedur 
keamanan dan dapat merekomendasikan perubahan yang diperlukan.  
Dengan demikian diperlukan adanya suatu sistem atau 
menajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan mempertimbangkan 
tujuan, teknik, peralatan yang digunakan, proses produk dan perencanaan 
di tempat kerja. 
2. Tujuan Keselamatan Karyawan 
Menurut Mangkunegara (2000:162) tujuan keselamatan dan 
kesehatan kerja karyawan yaitu meliputi: 
1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan 
kerja baik secara fisik, sosial dan psikologis. 
2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan 
sebaiknya seefektif mungkin. 
3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamananya. 
4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan 
gizi pegawai. 
5. Agar meningkat kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja. 
6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh 
lingkungan atau kondisi kerja. 
7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. 
3. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja dan Usaha-Usaha Dalam 
Meningkatkan Keselamatan Kerja 
Sebelum menguraikan usaha-usaha dalam meingkatkan keselamtan 
dan kesehatan kerja maka akan diuraikan mengenai penyebab terjadinya 
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kecelakaan kerja. Menurut Mangkunegara (2000:162) terdapat beberapa 
hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, yaitu sebagai berikut: 
a. Keadaan tempat lingkungan kerja 
1. Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya 
kurang diperhitungkan keamanannya. 
2. Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak. 
3. Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya 
b. Kondisi pengaturan udara 
1. Pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik (ruang kerja yang 
kotor, berdebu dan berbau tidak enak) 
2. Suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya. 
c. Kondisi pengaturan penerangan 
1. Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat. 
2. Ruang kerja yang kurang cahaya, remang-remang. 
d. Kondisi pemakaian peralatan. 
1. Pengamanan peralatan kerja yang sudah usang atau rusak. 
2. Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengamanan yang baik. 
e. Kondisi fisik dan mental pegawai. 
1. Kerusakan alat indera, stamina pegawai yang tidak stabil. 
2. Emosi pegawai tidak stabil, kepribadian pegawai rapuh, cara 
berfikir dan kemampuan persepsi yang lemah, motivasi kerja 
rendah, sikap pegawai ceroboh, kurang cermat dan kurang 
pengetahuan dalam penggunaan fasilitas kerja terutama fasilitas 
kerja yang membawa resiko bahaya. 
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Sedang menurut Handoko (2001:64) menyatakan bahwa faktor-
faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja yang ditinjau dari segi 
keteknikan (engineering) adalah sebagai berikut: 
1. Faktor teknik mesin 
Umpamanya, sabuk penggerak yang berputar tanpa perlidungan 
atau pagar yang rapat. 
2. Teknik listrik 
Sering terjadi kecelakaan karena generator, kawat penyelur listrik, 
trasformator, panel distribusi, dll. 
3. Teknik Kimia 
Kecelakaan sering terjadi karena gas-gas beracun, terbakarnya zat 
kimia, keracunan bahan makanan, dll. 
4. Angkutan barang yaitu barang-barang yang dipindah saling menindih. 
5. Pada pekerjaan menggerinda dan terjadinya sabuk pengaman lepas 
sehingga dapat mengenai mata. 
6. Sistem pengeluaran (exaust) debu, asap yang dihasilkan oleh industri, 
dll. 
Usaha-usaha yang diperlukan dalam meningkatkan keselamatan 
dan kesehatan kerja menurut Dessler (1997: 316) yaitu sebagai berikut: 
a. Mengurangi kondisi yang tidak aman. 
Mengurangi kondisi yang tidak aman merupakan lini pertama 
dalam mengurangi kondisi fisik yang tidak aman. 
b. Mengurangi tindakan yang tidak aman melalui seleksi dan 
penempatan 
13 
 
  Mengurangi tindakan-tindakan yang tidak aman melalui pendekatan 
dasar kedua, yaitu dengan jalan melakukan penyaringan orang yang 
mudah mendapat kecelakaan sebelum melakukan pekerjaan. 
c. Mengurangi tindakan tidak aman melalui propaganda 
Propaganda seperti poster-poster keselamatan kerja dapat 
membantu mengurangi tindakan-tindakan yang tidak aman. 
d. Mengurangi tindakan-tindakan tidak aman melalui pelatihan 
Pelatihan dan keselamtan kerja dapat mengurangi kecelakaan. 
Pelatihan tersebut tersebut khususnya cocok untuk para karyawan 
baru. 
e. Mengurangi tindakan tidak aman melalui dorongan positif 
Program keselamatan kerja yang didasarkan pada dorongan positif 
dapat memperbaiki keselamatan ditempat kerja, hal tersebut akibat 
dari peran serta perusahaan yang selalu berusaha atau tanggap 
terhadap keadaan atau kondisi karyawan. 
f. Mengurangi tindakan yang tidak aman melalui komitmen manajemen 
puncak 
Salah satu temuan yang paling konsisten dalam literatur adalah 
program perusahaan yang berhasil menuntut komitmen manajemen 
yang kuat terhadap keamanan. 
Adapun menurut Bennet dan Silalahi (1995:139) faktor yang 
mempengaruhi kesehatan kerja yaitu meliputi: 
a. Kondisi fisik 
1. Bunyi dan getaran yang bisa menyebabkan ketulian. 
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2. Suhu ruang kerja, suhu yang rendah sekali dapat menyebabkan 
kekauan dan peradangan akibat dingin. 
3. Tekanan udara yang tinggi. 
4. Radiasi sinar radio aktif yang menyebabkan kelainan pada kulit. 
5. Penerangan yang kurang baik menyebabkan kelainan pada mata. 
6. Uap yang menyebabkan keracunan atau penyakit kulit. 
b. Kondisi fisilogis 
1. Kontruksi mesin atau peralatan yang tidak sesuai dengan mekanisme 
tubuh manusia. 
2. Sikap kerja yang menyebabkan keletihan dan kelainan fisik. 
3. Cara bekerja yang membisankan atau meletihkan. 
c. Kondisi psikologis 
1. Proses kerja yang rutin dan membosankan. 
2. Hubungan kerja yang terlalu menekan atau sangat menuntut. 
3. Suasana kerja yang serba kurang aman. 
Sedangkan menurut Mangkunegara (2000:162) uasaha-usaha 
dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai 
berikut: 
1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kebakaran dan peledakan. 
2. Memberikan peralatan perlindungan diri untuk pegawai yang bekerja 
pada lingkungan yang menggunakan peralatan yang berbahaya. 
3. Mengatur suhu, kelembapan, kebersihan udara, penggunaan warna 
ruangan kerja, penerangan yang cukup terang dan menyejukkandan 
mencegah kebisingan. 
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4. Mencegah dan memberikan perawatan terhadap timbulnya penyakit. 
5. Memelihara kebersihan dan ketertiban serta keserasian lingkungan 
kerja. 
6. Menciptakan suasana kerja yang menggairahkan semangat kerja 
pegawai. 
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa program 
keselamatan dan kesehatan karyawan merupakan tanggung jawab 
perusahaan, dimana hal tersebut dapat membawa dampak atau pengaruh 
secara langsung kepada para karyawan dalam bekerja. Pemberian fasilitas-
fasilitas pendukung dan peraturan-peraturan sangat diperlukan dalam 
mewujudkan usaha-usaha meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. 
4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
a. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
Manusia dalam hidupnya menghadapi ketidakpastian, baik itu 
ketidakpastian spekulatif maupun ketidakpastian murni yang selalu 
menimbulkan kerugian. Ketidakpastian ini disebut dengan resiko. 
Kebutuhan rasa aman merupakan motif yang kuat dimana manusia 
menghadapi sejumlah ketidakpastian yang cukup besar dalam 
kehidupan, misalnya untuk memperoleh pekerjaan, dan untuk 
memperoleh jaminan kehidupan apabila karyawan tertimpa musibah.  
Menurut Teori Abraham Maslow kebutuhan akan rasa aman 
merupakan tingkat kebutuhan yang kedua setelah kebutuhan psikologi 
seperti makan, minum, sandang, papan, dan kebutuhan fisiologinya. 
Kebutuhan akan rasa aman ini bermacam-macam, salah satunya yakni 
rasa akan aman masa depan dan sebagainya (Siagian, 2006: 287). Untuk 
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menghadapi resiko ini diperlukan alat yang dapat mencegah atau 
mengurangi timbulnya resiko itu yang disebut jaminan sosial. 
Salah satu upaya pemberian perlindungan tenaga kerja adalah 
jaminan sosial tenaga kerja seperti yang terdapat dalam Garis-garis 
Besar Haluan Negara yang berbunyi sebagai berikut: Perlindungan 
tenaga kerja yang meliputi hak berserikat dan berunding bersama, 
keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja yang 
mencakup jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan 
terhadap kecelakaan, dan jaminan kematian serta syarat-syarat kerja 
lainnya perlu dikembangkan secara terpadu dan bertahap dengan 
mempertimbangkan dampak ekonomi dan moneternya, kesiapan sektor 
terkait, kondisi pemberian kerja, lapangan kerja dan kemampuan tenaga 
kerja. 
Bertitik tolak dari hal tersebutlah mendorong lahirnya program 
yang memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja. Di berbagai 
negara di atur pada umumnya melalui berbagai bentuk. Di Indonesia 
hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan serta diperkuat dengan Undang-Undang No.3 tahun 
1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang merupakan langkah 
awal dalam memberikan landasan hukum penyelenggaraan jaminan 
sosial.   
ILO (International Labour Organization) yang merupakan 
salah satu dari Badan PBB, juga memberikan pengertian jaminan sosial 
(Social Security) secara luas yaitu Social Security pada prinsipnya 
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adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk 
warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-resiko 
ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangat 
berkurangnya penghasilan (Husni, 2005: 53).  
Senada dengan hal ini Kertonegoro mengatakan bahwa Jaminan 
sosial merupakan konsepsi kesejahteraan yang melindungi resiko baik 
sosial maupun ekonomi masyarakat dan membantu perekonomian 
nasional dalam rangka mengoreksi keetidakadilan distribusi 
penghasilan dengan memberikan bantuan kepada golongan ekonomi 
rendah (Sentanoe, 2003: 10). Jelas bahwa jaminan sosial menjamin 
santunan sehingga tenaga kerja terlindungi terhadap ketidakmampuan 
bekerja dalam penghasilan dan menjamin kebutuhan dasar bagi 
keluarganya sehingga memiliki sifat menjaga nilai-nilai manusia 
terhadap ketidakpastian dan keputusasaan.   
Undang-undang No. 3 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 lebih 
menegaskan lagi yang dimaksud dengan Jamsostek adalah sebagai 
berikut :“ Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan 
berupa uang sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang 
dalam pelayanan sebagaimana akibat peristiwa atau keadaan yang 
dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit hamil, bersalin, 
hari tua dan meninggal dunia” (Manulang, 2005: 131).   
Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
jaminan sosial mempunyai beberapa aspek yaitu:  
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1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup 
minimal bagi tenaga kerja serta keluarganya.  
2. Dengan adanya upaya perlindungan dasar akan memberikan 
kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan, sebagai 
pengganti atau seluruh penghasilan yang hilang.  
3. Menciptakan ketenangan kerja karena adanya upaya perlindungan 
terhadap resiko ekonomi maupun sosial.  
4. Karena adanya upaya perlindungan dan terciptanya ketenangan 
kerja akan berdampak meningkatkan produktifitas kerja.  
5. Dengan terciptanya ketenangan kerja pada akhirnya mendukung 
kemandirian dan harga manusia dalam menerima dan menghadapi 
resiko sosial ekonomi.  
Upaya perlindungan karyawan perusahaan dalam bentuk 
penaikan upah, pemberian bonus dan program kesejahteraan lainnya, 
dirasakan belum  mununjukkan suatu jaminan karyawan terutama dalam 
kelangsungan hidupnya dengan tingkat kesejahteraan yang memuaskan. 
Oleh sebab itu perusahaan hendaknya:  
1. Menganggap tenaga kerja sebagai patner yang aman membantu 
untuk mensukseskan tujuan usaha.  
2. Memberikan imbalan yang layak terhadap jasa-jasa yang sudah 
dikerahkan oleh patner yaitu, berupa penghasilan yang layak dan 
jaminan-jaminan sosial tertentu, agar dengan demikian patnernya itu 
lebih terangsang untuk bekerja lebih produktif (berdaya guna dan 
berhasil guna).  
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3. Menjalin hubungan baik dengan para pekerjanya sehingga mereka 
merasa bahwa tenaga kerjanya itu perlu dikerahkan dengan baik, 
seakan-akan mereka bekerja pada perusahaan miliknya, perusahaan 
yang perlu dikembangkan dengan penuh tanggung jawab.  
Perusahaan dapat berkembang dan lancar apabila di dukung 
oleh jumlah tenaga kerja yang cukup , upah yang disesuaikan dengan 
kondisi kebutuhan dan tersedianya Jamsostek. Terciptanya suasana hal 
diatas akan membentuk hubungan kerja yang saling membutuhkan dan 
saling menguntungkan. Sebagai langkah yang ditempuh dalam 
menjamin hidup karyawan, perusahaan sangat perlu untuk 
mengikutsertakan para karyawannya dalam program Jamsostek.  
Program Jamsostek ini dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero) 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1995 tentang 
penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 
Dari penjelasan tersebut bahwa program Jamsostek berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 beserta peraturan-peraturan 
pelaksanaannya bersifat dan bertujuan untuk melindungi karyawan. 
b. Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 pasal 6 ayat 1 
bahwa ruang lingkup jaminan sosial meliputi: Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Kecelakaan kerja adalah 
kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk 
penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan 
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yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat 
kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.  
Undang-Undang No.3 Tahun 1992 pasal 8 ayat 1 dinyatakan 
bahwa tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima 
jaminan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat 
kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang 
melakukan pekerjaan. Adapun sebab-sebab kecelakaan bisa 
dikelompokkan menjadi dua sebab utama yaitu sebab-sebab teknis dan 
human (manusia).  
Sebab-sebab teknis biasanya menyangkut masalah lingkungan 
kerja dan peralatan kerja. Sebab-sebab manusia biasanya dikarenakan 
oleh deficiencies para individu seperti, sikap ceroboh, tidak hati-hati, 
tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, mengantuk, dan lain 
sebagainya (Ranupandojo, 2005: 30). 
Upaya menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh 
penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena 
kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan 
kecelakaan kerja. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak 
atas jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian biaya meliputi:  
a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja 
ke rumah sakit atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan 
pertama pada kecelakaan (pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No.3 
Tahun 1992 juncto pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 1993).  
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b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di 
rumah sakit, termasuk rawat jalan (pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 
No.3 Tahun 1992 juncto pasal 12 ayat 1 huruf (b) Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993).  
c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti 
(prothese) bagi tenaga kerja anggota badannya hilang atau tidak 
berfungsi akibat kecelakaan kerja (pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 
No.3 Tahun 1992 juncto pasal 12 ayat 1 huruf (c) Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993).  
d. Santunan berupa uang meliputi:(1) santunan sementara tidak 
mampu bekerja, (2) santunan sebagian untuk selama-lamanya, (3) 
santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun 
mental dan (4) santunan kematian (pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 
No.3 Tahun 1992 juncto pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 1993). Besarnya jaminan kecelakaan kerja adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 1993.  
Sementara itu biaya (1) pengangkutan tenaga kerja yang 
mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya, 
termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, dan (2) 
pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di rumah sakit, 
termasuk rawat jalan dibayar terlebih dahulu oleh pengusaha. Biaya 
yang telah dikeluarkan oleh pengusaha sebagaimana dimaksudkan oleh 
pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 akan dibayarkan 
22 
oleh Badan Penyelenggara kepada pengusaha sedangkan santunan 
dibayarkan langsung kepada tenaga kerja.  
Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa 
tenaga kerja kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan 
Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga 
kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya 
dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia. Pasal 10 Undang-
Undang No.3 Tahun 1992 dinyatakan bahwa pengusaha wajib 
mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada 
Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya. 
c. Fungsi Jaminan Kecelakaan Kerja
Fungsi JKK sebagaimana dimaksud berupa:  1) Pelayanan 
kesehatan sesuai kebutuhan medis dan 2) Santunan berupa uang. 
d. Karakteristik Jaminan Kecelakaan Kerja
Karakteristik Program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah sebagai 
berikut: 1) Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip 
asuransi sosial. 2) Tujuan penyelenggaraan adalah untuk menjamin 
pemberian manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai bagi 
pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat 
kerja. Kepesertaan perorangan dan 3) Manfaat berupa pelayanan 
kesehatan sesuai kebutuhan medis, dan uang tunai untuk pekerja yang 
mengalami cacat tetap total atau meninggal dunia. 
